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ABSTRAK 

 

Perkembangan transportasi online yang begitu pesat saat ini, 

sangatlah membantu masyarakat, salah satunya yaitu Maxim. Namun 

dibalik itu tidak diikuti dengan peningkatan dalam aspek keamanan, 

keselamatan dan ketenangan, sehingga masih banyak kelalaian yang 

dilakukan oleh pihak driver, salah satunya adalah driver yang ugal-

ugalan, kejadian ini sangat merugikan konsumen, karena mengancam 

keselamatan, hal ini juga bertentangan dengan hak konsumen dan 

kewajiban pelaku usaha. Melihat adanya hal ini sehingga perlu adanya 

pengetahuan tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan 

jasa  Maxim. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 

bagaimana praktik perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa 

Maxim di kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum 

Islam dan hukum positif tentang praktik perlindungan konsumen 

terhadap penggunaan jasa Maxim di kota Bandar Lampung. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui peran konsumen dan pelaku usaha, 

terhadap perlindungan konsumen, dan meninjau dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

terhadap penggunaan jasa maxim, serta meninjau dalam pandangan 

hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif, menggunakan jenis Field Research (lapangan), yang 

bersifat deskriptif analisis, dengan mengumpulkan datanya secara 

valid menggunakan pengamatan yang bersumber dari data lapangan, 

yang menggunakan teknik seperti dokumentasi dan wawancara, 

dengan sampel penelitian yang terdiri dari 5 driver dan 8 konsumen 

dan metode analisis data yang digunakan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan 

bahwa praktik perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa 

Maxim di kota Bandar Lampung belum sepenuhnya baik karena 

dalam pelaksanaannya kurang adanya tindak tegas bagi driver yang 

nakal, akan tetapi aturan yang ada di Maxim sudah sesuai menurut 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan, praktik 

perlindungan konsumen dalam hukum Islam belum sepenuhnya 

sesuai, karena masih ada beberapa pihak Maxim yang melanggar 

aturan dan tidak bertanggungjawab, akan tetapi dalam rukun dan 

syarat dalam Ijarah pada Maxim telah sesuai. Sedangkan praktik 

perlindungan konsumen dalam hukum positif belum sepenuhnya 

sesuai dengan pasal 4 tentang hak-hak konsumen dan pasal 7 tentang 
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kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. Karena masih ada beberapa driver 

yang ugal-ugalan, kedatangan driver tidak sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan, driver kurang sopan, driver meminta cancel pemesanan, 

perubahan tarif secara mendadak. Dari kejadian ini masih ada 

beberapa pihak Maxim yang tidak bertanggungjawab atas kerugian 

yang dialami konsumen, serta kewajiban pelaku usaha yang tidak 

dipenuhi, dan hak konsumen yang dilanggar. Akan tetapi masih 

banyak juga pihak driver yang taat pada aturan kerja dan mau 

bertanggungjawab. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen,  Hukum Positif, Hukum 

Islam Ijarah 
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MOTTO 

 

 

تَأجَْرْتَ القَْوِيُّ الَْْمِيُْ  تَأجِْرْهُۖ   اِنَّ خَيَْْ مَنِ اس ْ  قاَلتَْ اِحْدٰىُهمَا يَٰٰبتَِ اس ْ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai bapakku, 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” 

(Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 26) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. 

Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam arti dan 

makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi 

ini. Penegasan tersebut diharapkan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman atau kekeliruan. Adapun skripsi ini berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif  Tentang 

Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Maxim”. 

Berikut adalah uraian definisi istilah yang berkaitan yaitu: 

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari).
1
 

2. Hukum Islam terdiri dari rangkaian kata “hukum” dan 

“Islam”, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai 

seperangkat aturan perilaku manusia yang disetujui oleh 

sekelompok orang dan disusun oleh orang-orang yang 

diberi wewenang dan mengikat seluruh anggotanya. 

Sedangkan Islam menurut Syekh Mahmud Syaltut 

sebagaimana di kutip dalam agama Islam yaitu agama 

Allah yang diperintahkan  untuk  mengajarkan  pokok-

pokok  dan  peraturan-peraturannya kepada Nabi 

Muhammad SAW dan menugaskan untuk menyampaikan 

agama itu kepada seluruh manusia, lalu mengajak mereka 

untuk memeluknya. Maka hukum Islam adalah 

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui 

dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. 

Hukum syarī’ah (Islam) Menurut Bunyana Sholihin 

merupakan ungkapan bahasa hukum yang sering 

                                                           
1 Pengembangan Bahasa Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, n.d. 
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digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang 

termasuk dalam bidang kajian hukum Islam.
2
  

3. Hukum Positif adalah hukum yang sedang berlaku pada 

suatu waktu tertentu dan ditempat tertentu. Atau 

simpelnya hukum positif itu hukum yang diberlakukan 

sekarang oleh negara kepada warga negara supaya 

kehidupan bermasyarakat dapat diatur sedemikian rupa.
3
 

4. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.
4
 

5. Penggunaan Jasa adalah setiap orang dan/atau badan 

hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk 

angkutan orang maupun untuk barang.
5
 Menurut Ervianto, 

penggunaan jasa adalah badan yang memiliki proyek dan 

memberikan pekerjaan atau menyeluruh memberikan 

pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan membayar 

biaya pekerjaan tersebut. Penggunaan jasa dapat berupa 

perseorangan, badan lembaga/instansi pemerintah ataupun 

swasta. 

6. Maxim adalah sebuah perusahaan teknologi internasional 

yang menawarkan layanan transportasi online, dan 

menawarkan layanan tambahan seperti pesan-antar 

makanan dan barang, kargo dan lain-lain.
6
 

Maka berdasarkan uraian di atas, bahwa judul ini 

mengkaji tentang  perlindungan terhadap konsumen 

penggunaan jasa Maxim ditinjau dari hukum Islam dan 

hukum positif. 

                                                           
2  Bunyana Sholihin, “Kaidah Hukum Islam,” (Yogyakarta: Kreasi Total 

Media, 2006). 
3 Alisa, “Https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Hukum-Positif/,” n.d. 
4  Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 
5 Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang  Nomr 14 Tahun 1992 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480. 
6  “Info Maxim, Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Taxi_Maxim,” March 7, 

2023. 
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B. Latar Belakang Masalah  

Globalisasi yang terjadi saat ini di setiap negara tanpa 

terkecuali Indonesia telah banyak merubah aspek kehidupan 

seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu dari 

globalisasi  ini adalah perubahan perilaku dan gaya hidup 

masyarakat tidak terlepas dari perkembangan teknologi, 

informasi dan komunikasi yang semakin modern. Berkat dari 

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi telah 

menyebabkan banyak perubahan sosial dalam masyarakat dan 

kehidupan sosial dari segi hukum. Terlihat dalam satu aspek 

kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan besar 

adalah penyedia layanan pengiriman berbasis aplikasi atau  

online yang berkembang di masyarakat. 

Transportasi dalam kamus hukum didefinisikan 

sebagai memindah pengangkutan barang atau orang dari satu 

tempat ke tempat lain oleh pengangkut. Secara khusus 

pergerakan barang dan orang dari daerah ke tempat tujuan 

harus dilakukan dengan lancar atau cepat, aman, teratur, 

bertanggung jawab dan ekonomis. Dengan segala informasi 

kualitas pelayanan yang diberikan sebelumnya, para pengguna  

jasa transportasi dapat memilih moda transportasi yang sesuai 

dengannya, karena setiap orang memiliki kebutuhan 

transportasi dengan berbagai alasan.
7
 Sedangkan kata online 

atau dalam bahasa Indonesia daring. Menurut KBBI, daring 

diartikan sebagai jaringan atau koneksi melalui jaringan 

komputer atau internet. 

Penafsiran transportasi online ialah penyedia jasa 

transportasi berbasis online dalam tiap aktivitas transaksinya, 

dimana konsumen bisa mengetahui indentitas pengemudinya, 

kemudian dari pemesanan jasa transportasi, penentuan jalan 

tujuan, ataupun pembayaran serta evaluasi terhadap pelayanan 

jasa yang digunakan memakai layanan internet.  Melihat 

kebutuhan masyarakat, ada kemajuan yang ditemukan 

                                                           
7   Wibisono, Aryo dan Syahril “Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan,” E-Jurnal Perfomance Bisnis Dan Akuntansi, 2016. 
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dibidang perusahaan jasa, yaitu bidang transportasi darat. 

Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tentunya 

tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Hal ini terlihat dari berkembangnya penemuan-

penemuan, dan semakin majunya moda transportasi serta 

komunikasi yang muncul di masyarakat. Dilihat dari 

perkembangan sistem transportasi Indonesia, beberapa 

perusahaan besar bersaing memperebutkan perusahaan 

transportasi di lini produksi, dan Maxim salah satunya. 

Transportasi online sendiri telah beroperasi dihampir seluruh 

kota besar di Indonesia salah satunya di kota Bandar 

Lampung. Salah satu penyedia jasa transportasi online yang 

terdapat di Bandar Lampung ialah Maxim bike. Melihat dari 

pemakaian transportasi online tersebut merupakan sebagian 

keunggulan yang dipunyai jika dibandingkan dengan 

transportasi konvensional. 

Namun, perkembangan transportasi online yang 

begitu pesat tidak diikuti menggunakan peningkatan yang 

berasal dari aspek keamanan, keselamatan, maupun 

ketenangan yang berasal dari pengguna jasa transportasi 

online Maxim, khususnya yang ada di wilayah kota Bandar 

Lampung. Dengan demikian perlu adanya protokol 

perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi online, 

karena perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan 

mengingat perlindungan konsumen yang ada saat ini belum 

optimal dan pelaku usaha masih secara rutin melanggar hak 

konsumen
8
. Tujuan perlindungan hukum sendiri adalah untuk 

melindungi hak dan kepentingan konsumen, karena pada 

hakekatnya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan 

harapan dan keinginan untuk melaksanakan perlindungan hak 

konsumen. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

undang-undang ini mendorong agar iklim persaingan usaha 

                                                           
8 H A Khumedi Ja‟far, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum 

Bisnis Islam” Volume 6 Nomor 1 (January 2014). 
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yang sehat di antara pelaku usaha, bukan untuk menjatuhkan 

aktivitas dari pelaku usaha itu sendiri. Dengan adanya 

peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan mampu 

membuat pelaku usaha yang  amanah dalam persaingan dan 

penyediaan barang dan/ atau jasa yang terbaik. 

Tidak hanya disitu, tanggung jawab penyedia jasa 

transportasi online juga masih belum tersusun baik asal pihak 

perusahaan ataupun berasal dari  pihak pengemudi sehingga 

memunculkan ketidakjelasan pihak mana yang harus 

bertanggungjawab bila terjadi hal-hal yang merugikan 

konsumen, baik itu secara materiil juga immateriil. Kerugian 

materiil yang dimaksud disini merupakan kerugian nyata yang 

dialami pengguna jasa seperti luka fisik contohnya yang 

terjadi belum lama ini yaitu adanya kasus pelecehan seksusal 

antara sopir Maxim bike kepada konsumennya yang terjadi di 

kota Bandar Lampung, sedangkan kerugian immaterill 

merupakan kerugian atas kehilangan keuntungan atau manfaat 

yang dialami pengguna jasa atas apa yang menimpanya 

contohnya saja seperti driver/pengemudi ugal-ugalan, 

kedatangan pengemudi tidak sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan, pengemudinya kurang sopan, pengemudinya 

meminta cancel pemesanan, perubahan tarif secara mendadak, 

kendaraan tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi, serta 

pesanan rusak ditangan pengemudi. Hal ini sebelumnya telah 

dilakukan penelitian oleh penulis yang dimulai dari bulan 

Desember hingga bulan Februari. Melihat adanya hal ini 

banyak sekali kerugian konsumen yang didapat, sehingga 

perlu adanya pengetahuan mengenai perlindungan konsumen 

yang ada di Maxim.  

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang 

akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Maxim kota 

Bandar Lampung, penelitian ini berfokus pada driver dan 

konsumen. 
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2. Sub Fokus penelitian ini yaitu  mengenai peran driver 

tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa 

Maxim yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum 

positif. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik perlindungan konsumen terhadap 

penggunaan jasa Maxim di kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif 

tentang praktik perlindungan konsumen terhadap 

penggunaan jasa Maxim di kota Bandar  Lampung?   

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yangg ingin dicapai penulis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tentang bagaiamana praktik 

perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa 

Maxim di kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan hukum 

Islam dan hukum positif tentang perlindungan konsumen 

terhadap penggunaan jasa Maxim. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis, penulis melakukan penelitian 

ini dengan harapan mampu memberikan pemahaman dan 

informasi kepada pembaca mengenai perlindungan 

konsumen terhadap penggunaan jasa transportasi online 

maxim di kota Bandar Lampung. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti : penelitian ini berguna sebagai 

tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang berguna 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Bagi masyarakat : diharapkan penelitian ini dapat 

menambah wawasan dan memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen 

khususnya perlindungan terhadap penggunaan jasa 

transportasi online (Maxim). 

c. Bagi perusahaan penyedia jasa (Maxim) : hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat membuat perusahaan 

penyedia jasa lebih memperhatikan kembali 

perlindungan bagi para konsumen. 

d. Bagi driver : penelitian ini diharapkan dapat membuat 

driver mengetahui hak-hak konsumen dan kewajiban 

pelaku usaha yang sesuai dengan perlindungan 

konsumen. 

e. Bagi akademis : hasil penelitian ini dapat membantu 

menambah wawasan dan referensi mengenai 

perlindungan konsumen. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa 

sumber kepustakaan penelitian melihat ada yang membahas 

mengenai perlindungan konsumen seperti pada skripsi 

dibawah ini, yaitu: 

1. Skripsi karya Lauditta Soraya Hati berasal dari 

Universitas Sriwijaya dengan judul “Pencantuman 

Klausula Eksonerasi Transportasi Melalui Sistem Online 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen"
9

 dalam skripsi ini 

                                                           
9 Lauditta Soraya Hati, “Pencantuman Klausula Eksonerasi  Transportasi 

Melalui Sistem Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen,” Skripsi UNiversitas Sriwijaya, 2021. 
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membahas tentang bagaiaman perlindungan hukum serta 

akibat hukum dari adanya pencantuman klausula 

eksonerasi pada aplikasi transportasi melalui sistem 

online, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam 

UUPK Pasal 18 dan 52c memberikan perlindungan 

hukum terhadap konsumen pengguna jasa dari penolakan 

pelayaran melalui sistem online, yang mengatur 

bagaimana seharusnya syarat-syarat dalam perjanjian 

baku dan bentuk pengawasan dan pengawasan bagi 

konsumen yang dirugikan. dari UUPK. Akibat hukum 

yang ditimbulkan batal menurut Pasal 18 (3) UUPK. 

Sebagai saran, konsumen harus lebih aktif membaca 

klausula baku dalam syarat dan ketentuan pengangkutan 

sistem online, dan pelaku usaha harus lebih 

memperhatikan ketika membuat perjanjian baku yang 

menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen.  

    Perbedaan penelitian sebelum dengan penelitian ini 

adalah bahwa di dalam penelitian sebelum membahas 

mengenai adanya pencantuman klausula eksonerasi, 

sedangkan di penilitian ini tidak. 

2. Skripsi karya Susi Rapidatawi berasal dari Universitas  

Islam Riau dengan judul “Perlindungan Konsumen 

Terhadap Jasa Transportasi Perairan Penumpang Dan 

Barang”
10

 dalam skripsi ini membahas mengenai 

perkembangan usaha yang menyebabkan peningkatan 

fasilitas dan pelayanan namun disini masih banyak 

masyarakat dengan  tingkat kesadaran yang rendah 

sebagai konsumen dan hasil dari penelitian ini adalah 

belum terpenuhinya hak konsumen akan tetapi Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan batasan antara 

kewajiban pelaku usaha dan konsumen. 

                                                           
10 Susi Rapidawati, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Transportasi 

Perairan Penumpang Dan Barang,” Skripsi Universitas Islam Riau, 2022. 
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   Perbedaan penelitian sebelum dengan penelitian ini 

adalah bahwa di dalam penelitian sebelum yaitu media 

yang digunakan adalah transportasi air sedangkan 

penelitian ini menggunakan media transportasi darat. 

3. Skripsi karya Suhendrik berasal dari UPN Veteran Jawa 

Timur dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen Pengguna Ojek Online Yang Dirugikan Akibat 

Pengemudi Gojek Yang Ditugaskan Dengan Pengemudi 

Pelaksana Tugas Di Lapangan Berdasarkan UU No. 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”
11

 dalam 

skripsi ini membahas mengenai akun driver gojek tidak 

sesuai dengan driver di lapangan dan dampak hukum dari 

transaksi jual beli akun gojek tersebut dan hasil dari 

penelitian ini Menandakan adanya perlindungan hukum 

yang dikenakan atau diberikan kepada konsumen yang 

menggunakan aplikasi Gojek, namun akun driver di 

aplikasi Gojek tidak sesuai dengan driver di lapangan 

tetap tidak memberikan perlindungan hukum kepada 

konsumen yang menggunakan aplikasi Gojek sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Meski begitu, Gojek telah memberikan yang terbaik bagi 

konsumen dengan akses akun driver yang tidak sesuai 

dengan driver di tempat, namun masih ada kendala untuk 

memberikan perlindungan terbaik bagi konsumen. 

    Perbedaan penelitian sebelum dengan penelitian ini 

adalah bahwa di dalam penelitian sebelum yaitu aplikasi 

yang digunakan adalah Gojek, sedangkan dalam 

penelitian ini aplikasi yang digunakan adalah Maxim. 

    Dari ketiga penelitian di atas terdapat persamaan 

dengan penelitian ini yaitu, sama sama membahas 

                                                           
11 Suhendrik, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Ojek Online 

Yang Dirugikan Akibat Pengemudi Gojek Yang Ditugaskan Dengan Pengemudi 

Pelaksana Tugas Di Lapangan Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen,” Skripsi UPN Veteran Jawa Timur, 2022. 
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mengenai perlindungan konsumen pada transportasi 

umum. 

 

H. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, optimal 

dan maksimal maka penggunaan metode penelitian harus 

dilakukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik 

topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan 

dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena 

itu, kaitannya dengan penelitian ini penyusun menggunakan 

metode penelitian kualitatif yang akan diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Field Research 

(lapangan) merupakan sebuah penelitian yang data-data 

pokoknya digali melalui pengamatan dan sumber-sumber 

data lapangan, penelitian dilakukan langsung pada 

objeknya.
12

 Dalam hal ini penulis akan melakukan 

penelitian langsung di Maxim kota Bandar Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat Penelitian Sifat dari penelitian ini yaitu 

deskriptif analisis karena dalam mengumpulkan data 

lapangan yang valid harus menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data seperti dokumentasi dan wawancara. 

Dalam penelitian ini akan akan mendeskripsikan tentang 

tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang 

perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa 

Maxim. 

 

 

 

 

                                                           
12 Mansyuri dan M. Zainuddin, “Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis 

Dan Aplikatif,” (Bandung:  PT Refika Aditama, 2009). 
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3. Sumber Data 

Adapun sumber data penelitian inii terdiri dari : 

a. Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpulan. 

Bahwa data yang diperoleh adalah wawancara. Data 

primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang 

dilakukan di Maxim Kota Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber informasi 

yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam 

melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber 

pendukung yang dapat memberikan data pendukung 

seperti buku, jurnal, dokumentasi maupun arsip serta 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
13

 

Berupa data yang diperoleh dari beberapa buku, 

referensi, peraturan, jurnal-jurnal, dan atau majalah. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang 

mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.
14

 

Populasi dalam penelitian ini yaitu yang terlibat di 

Maxim berjumlah  lebih dari 100 orang konsumen 

dan 2000 orang driver/pengemudi. 

b. Sampel 

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan 

bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik 

populasi juga dimiliki oleh sampel. Pada penelitian 

ini, cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan 

metode insendental yaitu sampel yang terpilih dengan 

                                                           
13 Susiadi, “Metodologi Penelitian,” Bandar Lampung, 2015. 
14  Serdermayanti Hayati, Syarifudin, “Metodologi Penelitian,” Bandung: 

Manjang Maju, 2002. 
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cermat sehingga relevan dengan penelitian. Yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 

5 driver/pengemudi dan 8 konsumen.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewancara kepada responden, dan jawaban responden 

dicatat atau direkam. Dalam wawancara ini, peneliti 

menggunakan metode wawancara santai (tidak 

terstruktur) dengan beberapa orang yang memang 

berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan 

mengenai permasalahan yang peneliti ambil. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah kumpulan data 

variabel yang berbentuk tulisan, atau “mencari data 

mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan 

masalah variabel yang berupa dokumen, transkip, 

surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku 

yang ada dan ada hubungannya dengan tema 

penelitian.
15

 Adapun dalam penelitian ini metode 

dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data 

tentang  perlindungan konsumen terhadap 

penggunaan jasa Maxim ditinjau dari hukum Islam 

dan hukum positif. 

6. Metode Pengelolaan Data 

Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:  

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk 

mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam 

                                                           
15  Ahmad Tanzeh, “Pengantar Metode Penelitian,” Yogyakarta: Penerbit 

Teras, 2009. 
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pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi 

suatu data sudah benar atau relevan dengan data 

penelitian dilapangan ataupun dari literatur.
16

 

b. Coding (Penandaan Data) yaitu memberikan catatan 

atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, 

pemegang hakcipta, atau urutan rumusan masalah. 

c. Reconstructing (Rekontruksi) Data yaitu menyusun 

ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga 

mudah dipahami dan di interprestasikan. 

d. Sistematizing atau sistematisasi, yaitu “menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud dalam 

hal ini yaitu, mengelompokkan data secara sitematis 

data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut 

klasifikasi dan urutan masalah.
17

 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data yang telah di kumpulkan dalam 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada 

sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang 

praktik jasa layanan ojek online Maxim di kota Bandar 

Lampung  yang di peroleh dengan mencatat, menganalisis 

dan menginterprestasikannya kemudian di analisis dengan 

pola pikir induktif yang dipergunakan untuk 

mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang 

bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum. 

 

1. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan menerangkan mengenai penegasan 

judul penelitian yang menjabarkan tentang istilah-istilah yang 

                                                           
16 Emzir, “Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data,” (Bandung: PT 

Grafindo Persada, 2010). 
17 Abdul Kadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum,” (Bandung: 

PT Citra Aditya Bakti, 2004). 
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ada pada judul yang bertujuan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami penelitian 

ini, latar belakang masalah berisi tentang masalah pokok yang 

ada di dalam penelitian dari judul yang akan di analisis, fokus 

dan subfokus penelitian berisi tentang hal yang terkait dengan 

substansi masalah yang akan diteliti, rumusan masalah berisi 

tentang permasalahan apa saja yang akan diselesaikan dalam 

penelitian ini, tujuan penelitian berisi tentang hasil rumusan 

masalah dalam penelitian, manfaat penelitian berisi tentang 

manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang penelitian 

yang menjadi acuan dasar penelitian yang berhubungan 

dengan penelitian ini, metode penelitian berisi tentang jenis 

penelitian yang diambil yaitu kualitatif, teknik pengumpulan 

data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, data 

penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, 

metode pengelolaan data menggunakan cara editing, coding, 

reconstructing, dan sistematizing. 

Bab II Landasan Teori menjelaskan tentang teori-teori 

yang menyangkut permasalahan yang diteliti berupa teori dari 

perlindungan konsumen dalam hukum positif, tentang 

transportasi online dan perlindungan kosumennya, serta teori 

perlindungan konsumen dalam hukum Islam. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian menjelaskan 

tentang gambaran umum lokasi penlitian yang menyangkut 

sejarah singkat maxim, letak geografis kantor maxim, logo 

maxim, gambar di aplikasi maxim, misi maxim, macam-

macam jasa layanan, ketentuan dan syarat calon driver, 

peraturan kerja di Maxim, cara operasional pada Maxim, cara 

pengaduan pada Maxim  dan sistem perlindungan konsumen 

terhadap pengunaan jasa Maxim. 

Bab IV Analisis Penelitian berisi tentang analisis data 

kualitatif tentang praktik perlndungan konsumen terhadap 

penggunaan jasa maxim, dan tinjauan hukum Islam dan 

hukum positif tentang perlindungan konsumen terhadap 

penggunaan jasa maxim. 
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Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian serta memberikan saran yang sesuai dengan hasil 

penelitian untuk pembaca dan peneliti berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Pada dasarnya peran hukum dalam pembangunan 

ekonomi adalah untuk menciptakan ekonomi dan pasar 

yang berdaya saing. Pengusaha manapun mungkin tidak 

dapat bersaing tanpa bantuan konsumen. Namun dalam 

praktiknya, konsumen sering merasa dirugikan oleh 

pelaku usaha karena konsumen menganggap mereka 

adalah pihak yang paling lemah. Maka dengan premis 

tersebut, menjadi UU Perlindungan Konsumen.  

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di 

Indonesia termasuk  undang-undang pembatasan yang 

disetujui pemerintah. Adanya payung hukum yang jelas, 

maka hak konsumen secara optimal dapat terlindungi 

sepenuhnya, namun konsumen pada umumnya enggan 

untuk menuntut ganti rugi. Adapun yang dimaksud 

dengan perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Ayat 1 

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

adalah
18

 : 

 “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen”. 

UUPK membuat tuntutan perlindungan konsumen 

cukup mudah dipahami, karena tatanan kalimatnya mudah 

dipahami dan mengandung banyak jaminan tentang 

perlindungan konsumen. perlindungan konsumen sangat 

luas. Meliputi perlindungan konsumen barang dan jasa 

dari tahap penggunaan hingga perolehan barang dan 

perlindungan konsumen layanan hingga akibat 

                                                           
18 “Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen". 
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penggunaan barang dan jasa tersebut. Cakupan 

perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu:  

a. Perlindungan terhadap potensi barang dan jasa diatur 

untuk konsumen tanpa kesepakatan.  

b. Perlindungan konsumen terhadap pengenaan syarat 

yang tidak adil terhadap konsumen
19

. 

Sehingga dengan adanya peraturan perlindungan 

konsumen, konsumen mempunyai hak dan posisi yang 

seimbang, dan mereka dapat menuntut atau mengajukan 

gugatan ketika pelaku usaha melanggar hak-hak mereka. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur 

tentang hak dan kewajiban pengusaha, namun dalam hal 

ini kita sebagai konsumen harus tetap menjadi konsumen 

yang pintar dengan mengutamakan kebutuhan daripada 

keinginan. 

 

2. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 menunjukan bahwa perlindungan konsumen 

berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan konsumen serta asas kepastian 

hukum. Asas-Asas perlindungan konsumen di jelaskan 

dalam pasal 2 dan akan di uraikan sebagai berikut
20

: 

a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan 

bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 

pelaku usaha secara keseluruhan. 

                                                           
19   Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan). H.152  

 
20  Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 
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b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh 

rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan 

memberikan kesempatan kepada konsumen dan 

pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajiban secara adil. 

c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 

usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun 

spiritual. 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku 

usaha maupun konsumen mentaati hukum dan 

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

Selain asas di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh 

peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen 

adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 

yaitu
21

: 

a. Meningkatkan kesadaran konsumen, kemampuan 

melindungi diri, dan kemandirian.  

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan 

melindunginya dari akses negatif dalam menggunakan 

barang dan/atau jasa.  

c. Memperkuat daya konsumen untuk memilih, 

memutuskan dan menuntut hak-haknya sebagai 

konsumen.  

                                                           
21  Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 
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d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan 

informasi serta akses untuk mendapat informasi. 

e.  Menumbuhkan kesadaran di kalangan pelaku bisnis 

tentang pentingnya perlindungan konsumen guna 

menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab 

dalam berbisnis.  

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk 

menjamin kelangsungan usaha produksi barang 

dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

perlindungan konsumen. 

 

3. Hak dan Kewajiban konsumen dan Pelaku Usaha 

   Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku 

usaha didasarkan pada satu perikatan, yakni berasal dari 

perjanjian maupun undang-undang. Menurut Wirjono 

Prodjodikoro, Burgerlijk Wetboek  menegaskan bahwa 

suatu perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum 

antara seseorang tertentu, berdasarkan suatu perjanjian, 

wajib melakukan hal tersebut, dan orang lain berhak 

menuntut pelaksanaan kewajiban itu. Dalam konteks 

perlindungan konsumen ini, hak dan kewajiban masing-

masing pihak (baik konsumen maupun pelaku usaha) 

diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 Tahun 1999. 

a) Hak  Konsumen 

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 UUPK 

Nomor 8 Tahun 1999, yang akan diuraikan sebagai 

berikut
22

: 

(1) Hak atas kenyamanan, keselamatan dan 

keamanan dalam mengkonsumsi barang dan 

jasa. 

                                                           
22  Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 
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(2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan 

menerima barang dan/atau jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan syarat serta jaminan 

yang dijanjikan. 

(3) Hak untuk memberikan informasi yang 

akurat, jelas dan jujur mengenai syarat dan 

jaminan barang dan/atau jasa. 

(4) Hak untuk mendengar pendapat dan 

pengaduan tentang barang dan jasa yang 

digunakan.  

(5)  Hak atas pembelaan, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan 

konsumen yang memadai. 

(6) Hak saran dan edukasi konsumen. 

(7) Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur dan 

tidak diskriminatif. 

(8) Hak atas ganti rugi, apabila barang dan/atau 

jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau sebagaimana dimaksud. 

(9) Hak berdasarkan peraturan Perundang-

Undangan lainnya. 

b) Kewajiban Konsumen 

Menurut Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, 

konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut
23

:  

(1) Untuk alasan keamanan, membaca dan/atau 

mengikuti setiap informasi, petunjuk 

mengenai penggunaan barang dan/atau jasa.  

(2) Jujur dalam pembelian barang dan/atau jasa.  

(3) Pembayaran dengan nilai tukar yang 

disepakati.  

                                                           
23  Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 
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(4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum 

sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. 

c) Hak Pelaku Usaha 

Dalam UU Perlindungan Konsumen, hak pelaku 

usaha diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan 

Konsumen yaitu
24

: 

(1) Hak untuk dibayar sesuai dengan syarat dan 

perjanjian nilai tukar atas barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan.  

(2) Hak atas perlindungan hukum terhadap 

perilaku konsumen yang jahat.  

(3) Hak atas perwakilan yang memadai dalam 

penyelesaian sengketa konsumen secara 

yudisial.  

(4) Hak pemulihan reputasi apabila secara 

meyakinkan terbukti bahwa kerugian yang 

diderita konsumen bukan disebabkan oleh 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.  

(5) Hak berdasarkan hukum lain. 

d) Kewajiban Pelaku Usaha 

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam 

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yaitu
25

:  

(1) Melakukan bisnis dengan integritas. 

(2) Memberikan informasi yang akurat, jelas dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa serta menjelaskan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaannya.  

                                                           
24  Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 
25  Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 
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(3) Memperlakukan dan melayani konsumen 

secara adil dan jujur, bukan secara 

diskriminatif.  

(4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai 

dengan ketentuan standar yang berlaku, yaitu 

mengizinkan konsumen untuk menguji 

dan/atau mencoba barang dan/atau jasa 

tertentu. 

(5) Memberikan jaminan atas barang yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan. 

(6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian atas kerugian akibat eksploitasi, 

penggunaan dan penggunaan barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan. 

(7) Membayar ganti rugi, kompensasi dan/atau 

pengembalian uang jika barang dan/atau jasa 

yang diterima atau digunakan tidak sesuai 

dengan kontrak. 

4. Perlindungan Konsumen Transpostasi Online 

    Akibat dari proses globalisasi, salah satu akibat 

terbukanya pasar dalam negeri adalah munculnya jenis 

dan spesifikasi barang dan/atau jasa baru. Globalisasi juga 

mengarah pada akses yang lebih terbuka ke informasi 

ilmiah dan teknis. Perkembangan pesat dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan 

penemuan-penemuan baru dalam sektor barang dan/atau 

jasa. Salah satu inovasi baru di bidang pelayanan adalah 

angkutan umum dengan menggunakan aplikasi online, 

dan telah dioperasikan oleh beberapa perusahaan 

angkutan umum berdasarkan Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999, perusahaan angkutan jalan online sebagai 

pelaku usaha dan pengguna jasa transportasi online 

disebut sebagai konsumen atau pelanggan. 
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     Seperti yang dikatakan oleh John F. Kennedy  

pada tahun 1962 bahwa 2/3 dari penggunaan uang dalam 

perekonomian dunia dilakukan oleh konsumen dan 

kelemahan utama konsumen adalah kesadaran konsumen 

akan hak-haknya masih rendah, yang terutama disebabkan 

rendahnya tingkat pendidikan konsumen.
26

 Salah satu asas 

perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 

1999 adalah asas kepastian hukum, yang tujuannya adalah 

agar baik pengusaha maupun konsumen tunduk pada 

hukum dan memperoleh hak dalam melaksanakan 

perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian 

hukum. Menurut asas ini hak baik pengusaha maupun 

konsumen dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, 

sebaliknya masing-masing pelaku usaha dan konsumen 

sama-sama memiliki kewajiban yang harus dipenuhi 

menurut Undang-Undang  yang berlaku. Bisnis 

transportasi online tidak lepas dari aspek hukum 

perlindungan konsumen. Karena  transportasi online 

merupakan perusahaan jasa. Dan  diatur dalam Pasal 1 (5) 

UU nomor 8 tahun 1999 menjabarkan pelayanan dari 

setiap pelayanan terdiri dari pekerjaan atau prestasi yang 

ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan oleh 

konsumen.
27

 

 

B. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Sewa-Menyewa (al-Ijarah) 

     Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut al-

Ijarah, sedangkan dalam hukum Islam, sewa-menyewa 

ditafsirkan sebagai jenis kontrak atau akad untuk 

mengambil kompensasi dengan jalan pergantian. Sewa-

menyewa atau Ijarah adalah pengambilan manfaat dari 

suatu objek dan tidak mengurangi objeknya. Dalam hal 

                                                           
26 Fitri, Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online Di Kota 

Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif, 26. 
27  Ibid, 27. 
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ini, untuk objek yang dapat disewa manfaatnya berupa 

kendaraan, rumah dan musisi bahkan pekerjaan pribadi 

sebagai karyawan. 

     Menurut hukum Islam, orang yang menyewakan 

barang atau penyedia jasa disebut mu’jir, sedangkan orang 

yang menyewa barang disebut musta'jir, barang sewaan 

disebut ma'jūr dan upah/ongkos menyewa barang sebagai 

imbalan dari penggunaan manfaat barang tersebut disebut 

ujrah, yang pada hakikatnya upah yang dimaksud adalah 

uang.
28

 

     Ulama fikih yaitu Jumhur berpendapat bahwa 

Ijarah merupakan suatu penjualan manfaat yang hanya 

manfaatnya saja yang  boleh disewakan bukan barangnya. 

Oleh sebab itu, mereka dilarang menyewakan pohon 

untuk diambil buahnya, sapi untuk diambil susunya, 

sumur untuk diambil airnya dan seterusnya, karena semua 

itu adalah benda atau barang bukan manfaatnya. 

    Wahbah Al-Juhaili menanggapi dari kutipan Ibnu 

Qayyim dalam I'lam al-Muwāqi’īn bahwa menurut para 

ulama fikih manfaat sebagai asal dari Ijarah sebagaimana 

ditetapkan dalam asal as-Sunnah, ijmā', qiyāṣ yang sah 

dan benda yang memberi keuntungan sepotong demi 

sepotong selama asalnya ada. Contohnya seperti pohon 

yang berbuah, pohon itu tetap ada dan manfaatnya dapat 

digunakan. Seperti dalam  wakaf yaitu dapat digunakan 

manfaatnya dari sesuatu barang/benda atau manfaat yang 

diambil dari barang pinjaman. 

    Berikut adalah beberapa definisi Ijarah menurut 

para ulama fikih: 

a. Ulama Hanafiyah: “Ijarah adalah suatu akad atas 

memanfaatkan dengan pengganti”. 

                                                           
28 Mahad, “„Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik‟ Jurnal  Ma‟had al-

Jami‟ah al-Aly: Https://Msaa.Uin-Malang.Ac.Id/2019/10/10/Akad-Ijarah-Dalam-

Kaca-Mata-Fiqh-Klasik/,” 2019. 
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b. Ulama Asy-Syafī'iyyah, “Akad atas manfaat  

mengandung maksud tertentu dan diperbolehkan, 

serta menyetujui pengganti dengan pengganti tertentu. 

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah: “Untuk memperoleh 

suatu manfaat yang mubah dengan pengganti  pada 

waktu tertentu.”  

    Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara 

para ulama dalam memaknai Ijarah  atau sewa-menyewa. 

Dari penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Ijarah 

atau sewa-menyewa adalah kontrak/akad untuk diambil 

manfaatnya pada suatu barang/benda. 

 

2. Dasar Hukum Ijarah 

Jumhur ulama berpendapat bahwa Ijarah disyariatkan 

berdasarkan al-Qur‟an, as-Sunnah dan Ijmā‟. 

a. Dalam al-Qur‟an  dijelaskan  pada  Surat aṭ- 

Ṭalāq [65] ayat 6 

                    

                          

                      

              

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) 

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka 

berikanlah imbalannya kepada mereka, dan 
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musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya”(Q.S. aṭ- Ṭalāq [65]: 6) 

Dijelaskan pula pada Q.S al-Qaṣaṣ [28] ayat 26-

27  

                      

       

 “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 

"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja 

(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling 

baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S. al-Qaṣaṣ 

[28]: 26) 

                          

                        

                

 “Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 

kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 

denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan 

sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari 

kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan 

kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-

orang yang baik". (Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 27) 

 

b. Hadis Rasulullah Saw yang membahas tentang 

Ijarah atau upah mengupah di antaranya 
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diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, 

bahwa Nabi bersabda
29

: 

فَّ عَرَقُوُ   أَعْطُوا الَأجِيَر أَجْرَهُ قبَْلَ أَنْ يََِ

  “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah 

bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja 

sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah) 

 

c. Ijmā’, secara bahasa diartikan sebagai 

kesepakatan terhadap sesuatu. Sedangkan, 

menurut istilah ushul fikih seperti dikemukakan 

Abdul Karim Zaidan, adalah mujtahid dari 

kalangan umat Islam tentang hukum syara’ pada 

satu masa setelah Rasulullah wafat. Umat Islam 

pada masa sahabat telah berijmā’ dan Ijarah 

dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, dan 

orang-orang setuju Ijarah sudah ada sejak zaman 

Rasulullah SAW hingga saat ini. 

  Tujuan yang seharusnya ada di Ijarah 

adalah untuk memberi kemudahan bagi manusia 

dalam kehidupan sosial. Banyak orang memiliki uang 

tetapi tidak mampu bekerja, sebaliknya ada yang 

mempunyai tenaga dan membutuhkan uang dan 

dengan adanya Ijarah keduanya saling mendapat 

keuntungan, dari sini bisa dilihat bahwa dalam 

transaksi Ijarah, kedua belah pihak saling mendapat 

keuntungan dan manfaat. 

 

3. Objek Ijarah 

 Secara umum, objek Ijarah dibagi menjadi empat, 

antara lain sebagai berikut
30

: 

                                                           
29  Muhammad bin Yazid Abu ‟Abdullah al-Qazwiny, Sunan Ibnu Majah 

Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 2004. 
30  Suhendi,Hendi Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 
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a. Ijarah atas manfaat barang. Contoh: berupa 

penyewaan gedung, rumah, mobil, sepeda motor dan 

barang sewaan lainnya. 

b. Ijarah atas manfaat dari suatu tenaga manusia. 

Contoh: seseorang membayar karyawan untuk 

menjalankan pekerjaannya dan jasa pengangkut untuk 

memindahkan barang. 

c. Ijarah untuk perpaduan antara kepentingan orang dan 

barang. Contoh: mempekerjakan seseorang atau 

sebuah kelompok untuk membangun rumah 

sementara dengan alat dari pekerja atau bepergian 

dengan transportasi umum dimana pengemudi dan 

mobil dibayar.  

d. Menurut Ibn Qayyim, objek Ijarah bukan pada 

manfaat, tapi barang, atau "’ain", yaitu kelanjutan dari 

asal  barang, tetapi isi barang tetap ada. Contoh: 

Buah-buahan yang berasal dari pohon yang disewa. 

 

4. Rukun Dan Syarat Ijarah 

a. Rukun Ijarah 

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun Ijarah adalah ijab 

dan qabul.. Ijarah dikatakan sah jika dilakukan 

dengan ijab qabul lafaẓ  sewa yang terkait dengannya 

dan lafaẓ apapun yang dapat menunjukkan hal itu. 

Adapun menurut Jumhur Ulama, Ijarah memiliki 

empat rukun, sebagai berikut
31

: 

1) Pihak akad, yaitu „āqid (orang yang melakukan 

akad), ada dua orang yang melakukan akad  sewa-

menyewa, yaitu Mu'jir dan  Musta'jir. Mu'jir 

adalah orang yang menerima upah/ongkos atau 

pihak yang menyewakan, sedangkan Musta'jir 

adalah orang yang memberi upah/ongkos untuk 

                                                           
31  H M Wagianto, “Penyelesaian Sengketa Transportasi Berbasis Online 

Dan Konvensional Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” Volume 11 Nomor 2 

(Desember 2019). 
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melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. 

Seseorang dalam akad Ijarah harus mengetahui 

manfaat dari akad barang yang digunakan sebagai 

kontrak untuk menghindari kemunculannya 

pertikaian. Untuk kedua belah pihak, seharusnya 

mampu dalam membedakan dan harus berakal. 

Jika pembuat akad itu gila atau anak kecil yang 

tidak bisa membedakan, kontraknya tidak menjadi 

sah. Mazhab Imam Asy Syafi'i dan Hambali juga 

menambahkan syarat tersebut yaitu baligh. 

Menurut beliau, akad pada anak meskipun mereka 

dapat membedakannya, tetap saja itu tidak sah 

dalam syaratnya. 

2) Ṣīghat akad, yaitu ijab qabul kesepakatan antara 

Mu'jir dan Musta'jir, berisi ungkapan para pihak 

yang melakukan akad berupa Ijab dan Qabul. Ijab 

adalah awal dari penjelasan yang berasal dari 

seseorang yang memiliki kehendak dalam  

membuat akad Ijarah. Dalam hukum Islam, ijab 

didefinisikan sebagai pernyataan janji atau 

tawaran suatu pihak untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Sedangkan qabul merupakan 

pernyataan yang diungkapkan pada pihak yang 

berakad juga (musta'jir) sebagai tanda menerima 

kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah 

terjadinya ijab. Meskipun syarat dan ketentuannya 

sama dengan ijab qabul jual beli, hanya saja ijab 

qabul harus mensyaratkan untuk menentukan 

waktu atau periode tertentu. 

3) Objek Akad, yaitu barang sewaan atau sesuatu itu 

dilakukan sebagai kegiatan upah-mengupah, 

dalam hal ini sesuatu yang dapat dikerjakan  dan 

dibolehkan menurut Islam menjadi tujuan dari 

upah. Barang sewaan yang bisa disewakan adalah 

objek sewa dan upah-mengupah yang dapat 

digunakan manfaatnya. sehingga objek sewa dan 
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upah bisa diberikan ke penyewa dan karyawan 

berikut penggunaannya (khususnya dalam sewa-

menyewa). Keuntungan dari objek sewa adalah 

mubah (diperbolehkan) menurut Syara’ bukan 

sesuatu yang dilarang (haram). Barang sewaan 

harus tetap sesuai kesepakatan sampai dengan 

waktu yang ditentukan dalam akad. 

4) Manfaat, yaitu berasal dari benda yang disewakan 

dan hasil kerja dari tenaga orang yang yang 

dipekerjakan. 

b. Syarat-Syarat Ijarah 

Ijarah dalam hal sewa-menyewa memiliki empat 

syarat, yaitu
32

: 

1) Syarat terjadinya akad, mengacu pada „āqid, akad 

dan obyek akad. Ketentuan yang terkait dengan 

„āqid yaitu harus berakal/cerdas dan seseorang 

yang telah mampu melakukan banyak hal, baik 

tindakan untuk diri sendiri maupun orang lain 

menurut Hanafiah dan baligh menurut Syafi'iyah 

dan Hanabilah. Jadi, akad tidak akan sah apabila 

pembuatnya (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih 

dibawah umur. Menurut Malikiyah, berakal 

adalah syarat sewa dan jual beli, sedangkan baligh 

adalah syarat untuk kelangsungan. Oleh karena 

itu, jika seseorang yang menjual jasa mereka 

sendiri (sebagai tenaga kerja) atau barang milik 

mereka untuk disewakan, hukum kontrak akan 

berlaku, namun mereka tetap menunggu izin dari 

wali. 

2) Syarat Kelangsungan Akad, untuk melakukan 

Ijarah, barang itu harus milik „āqid atau dia 

berkuasa dengan akad secara penuh. Karena 

apabila tidak ada hak penguasaan atas barang itu, 

                                                           
32 Ibid, 33. 
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bisa dikatakan tidak sah akad Ijarah-nya. Dengan 

demikian tidak dapat menjadikan adanya Ijarah. 

3) Persyaratan Ijarah, agar sah  harus memenuhi 

beberapa syarat yaitu: 

a) Kesepakatan kedua belah pihak, sama dalam 

hal jual beli. 

b) Barang harus jelas bermanfaat, kejelasan ini 

untuk menghilangkan konflik antara „āqid. 

Berikut cara untuk mengetahui barang adalah 

dengan menggunakan: 

(1) Penjelasan manfaat, Penjelasan ini dibuat 

agar suatu barang atau layanan sewa 

sangat jelas. Artinya, manfaat harus 

digunakan untuk memenuhi persyaratan 

yang diperlukan dan diperbolehkan dalam 

syari‟ah. 

(2)  Penjelasan waktu, jumhur Ulama' tidak 

memberi batas maksimum atau minimum. 

Jadi diizinkan selamanya jika asalnya 

masih ada. Tetapi, Menurut Sudarsono, 

durasi kontrak tersebut harus diperjelas, 

jika tidak diperjelas, akad dianggap tidak 

sah. 

(3) Penjelasan harga, alokasi harga sewa 

menurut waktu, contohnya berapa lama 

waktu sewa seperti bulanan, tahunan, atau 

harian. 

(4) Penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan ini 

guna untuk memberitahu tentang layanan 

yang dibutuhkan penyewa sesuai 

permintaan dan orang dapat memberikan 

jasanya. Contohnya, petugas kebersihan 

dan lain sebagainya. Barang sewaan atau 

layanan yang diperlukan merupakan 

benda yang suci dan pekerjaan yang halal 
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dan diperbolehkan, seperti 

mempekerjakan seseorang untuk 

membangun rumah. Menjelaskan jenis-

jenis pekerjaan sangatlah penting dan 

diperlukan ketika mempekerjakan 

seseorang agar tidak ada yang salah dan 

tidak ada konflik selanjutnya. 

4) Syarat Kelaziman 

a) Barang sewaan, barang harus dilindungi dari 

kerusakan atau cacat, jika terjadi kerusakan 

atau cacat pada barang sewaan, penyewa 

boleh memilih untuk melanjutkan tetapi tetap 

membayar utuh atau membatalkan. 

b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan 

akad, menurut para ulama Hanafiyah bahwa 

akhir Ijarah ketika adanya uzur, dapat 

dibilang kebutuhan atau keuntungan lenyap 

ketika adanya uzur, uzur dimaksudkan untuk 

sesuatu yang dapat menyebabkan 

kemudharatan bagi yang berakad. Uzur 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis: 

(1) Uzur pihak penyewa, misalnya selalu 

berpindah dalam memberikan sesuatu 

pada pekerjaan, sehingga tidak 

menghasilkan apa-apa atau pekerjaan 

menjadi percuma. 

(2) Uzur pihak yang disewa, misalnya barang 

sewaan itu dijual untuk membayar 

hutang, karena tidak ada pilihan lain 

selain menjual. 

(3) Uzur barang yang disewa, misalnya sewa 

kamar mandi, tetapi membuat penghuni 

dan penyewa harus berpindah. Menurut 

Ulama Ijarah, akad itu normal, itu tidak 

dapat dibatalkan tanpa alasan. Menurut 
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ulama Syafi'iyah, kalau tidak ada uzur, 

tapi bisa diganti dengan barang lain. 

Ijarah bisa dikatakan batal jika ada yang 

kehilangan keuntungan, seperti 

penghancuran rumah kontrakan. 

 

5. Macam-Macam Ijarah 

a. Ijarah dapat dibagi menjadi dua jenis menurut 

objeknya, yaitu
33

: 

1)    Ijarah untuk manfaat (sewa-menyewa). Ijarah 

ini yang menjadi objek akad adalah 

keuntungan/manfaat dari objek yang disewa. 

Ijarah manfaat seperti sewa toko untuk melakukan 

aktivitas dagang yang halal, rumah, kendaraan, 

pakaian dan perhiasan, syara’ membolehkan 

keuntungan tersebut untuk digunakan, ulama fikih 

setuju dan mengatakan itu dapat digunakan sebagai 

properti sewaan. 

2)   Ijarah untuk pekerjaan (upah-mengupah). Ijarah 

ini yang menjadi objek akad adalah sedekah atau 

pekerjaan seseorang. Ijarah seperti ini dilakukan 

untuk mempekerjakan seseorang dalam melakukan 

sesuatu atau bekerja, hal demikian diperbolehkan 

sepanjang pekerjaan tersebut jelas dan merupakan 

pekerjaan yang tidak dilarang oleh ajaran Islam. 

Contohnya,  mempekerjakan seseorang sebagai 

pengasuh bayi. 

b. Ijarah dapat dibagi menjadi dua jenis menurut segi 

akadnya,  yaitu: 

1)   Sewa murni. Dalam Ijarah murni ini adalah sewa 

normal, semua pihak berada pada posisi yang sama 

dengan perjanjian awal antara para pihak. 

                                                           
33 Parwati Wiwin, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap 

Jasa Pengeditan Foto,” Skripsi UIN Raden Intan Lampung 29 (2022). 
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2)    Sewa dengan opsi pada akhir periode menyewa. 

Dalam akad ini, uang bayaran sudah termasuk dari 

harga barang yang disewa dengan mengangsur. 

c. Menurut Syafi'i, ada berbagai jenis sewa-menyewa. 

Sewa atau Ijarah dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1)    Ijarah 'ain yaitu Ijarah menggunakan benda 

yang dapat dilihat dan dirasakan. Contohnya, 

menyewakan rumah untuk dihuni. Dalam Ijarah 

ini ada dua syarat harus dipenuhi, terlebih dahulu 

barang yang akan disewa sudah pasti, untuk 

dibandingkan, karena tidak sah untuk menyewakan 

salah satu dari kedua rumah tanpa menentukan 

yang dituju.  Barang yang akan disewa harus 

disaksikan oleh kedua belah pihak pada saat  akad 

atau sebelum berakhirnya akad dengan catatan 

barang belum rusak dan tetap sama. 

2)    Ijarah immah, yaitu Ijarah untuk jasa atau 

kompensasi yang dibayarkan oleh pemilik barang. 

Dalam Ijarah hal ini adalah gaji atau ongkos yang 

dibayarkan pada akad pertama. 

 

6. Berakhirnya Akad Ijarah 

 Akad Ijarah pada dasarnya adalah akad yang berlaku 

umum bagi semua pihak dalam akad dan tidak berhak 

membatalkan akad karena mengandung akad timbal balik. 

Jika salah satu pihak  (yang menyewa dan yang disewa) 

meninggal, sewa tidak diakhiri asalkan barang yang disewa 

tetap ada. Karena jika salah satu pihak meninggal dunia, 

kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya. Hal-hal 

tertentu yang dapat mengakhiri sewa, yaitu: 

a. Kerusakan barang sewaan, misalnya menyewakan 

hewan dan kemudian hewan itu mati, menyewa rumah 

lalu rumah itu hancur, atau menyewa tanah untuk 

bercocok tanam, tapi air berhenti. 
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b. Hilangnya tujuan yang diinginkan Ijarah. Seperti, 

seseorang menyewa dokter untuk menyembuhkannya, 

tapi dia sembuh sebelum dokter mulai bekerja. Jadi 

penyewa tidak bisa mengambil apa yang mereka 

inginkan dari akad Ijarah. 

c. Terjadinya aib (kecacatan) pada objek sewa, misalnya 

pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-

menyewa terdapat kerusakan ketika masih ditangan 

pihak yang menyewakan maka hal ini dapat 

dimintakan pembatalan pada pihak yang menyewakan 

objek. 

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau 

berakhirnya jangka waktu, kecuali jika ada uzur yang 

menghalang pembatalan. Misalnya jika masa Ijarah 

telah berakhir diladang sebelum panen, maka tetap 

ditangan penggarap sampai penanaman selesai, bahkan 

jika adanya paksaan, hal ini dilakukan untuk mencegah 

kerugian (kerusakan) penyewa, yaitu dengan  

mencabut tanaman sebelum waktunya panen tiba. 

e. Pengikut pemikiran Hanafi mengatakan: Karena uzur, 

anda bisa membatalkan Ijarah oleh satu pihak. 

Misalnya, seseorang yang menyewa ruko untuk 

dagang, tiba-tiba hartanya terbakar, dicuri, atau disita 

ia berhak membatalkan Ijarah. 

 Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali. Semua ulama 

mengizinkan menyewakan barang-barang yang halal. Dan 

akad itu harus dibuat oleh kedua belah pihak. Jika akad itu 

sah dan salah satunya tidak boleh membatalkannya, 

meskipun karena uzur, kecuali  adanya hal yang harus 

dibatalkannya akad, seperti adanya aib (cacat). Misalnya, 

kesalahan dalam kontrak objek sewa. Contoh seseorang 

yang mengontrak rumah, kemudian mengetahui bahwa 

rumahnya rusak setelah akad, bagi penyewa dapat memilih 
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untuk melanjutkan menyewa atau tidak
34

. Jika sewa telah 

berakhir, penyewa bertanggung jawab untuk 

mengembalikan kepada pihak yang menyewakan. Jika 

barang berupa benda tidak bergerak, maka harus dialihkan 

kepada pemilik dengan  menyerahkannya properti kosong 

tidak ada barang apapun (harta) milik dari si penyewa 

tersebut. 

 

  

                                                           
34 Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi “Fiqih 

Empat Madzhab,” Jakarta: Hasyimi Press, n.d. 
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